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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengangkatan
staf kKhusus kepala daerah dalam pemerintahan daerah Kota Solok perspektif
siyasah dusturiyah sebagai berikut:

1. Regulasi pengangkatan staf khusus non-ASN kepala daerah di
pemerintahan daerah Kota Solok tidak memiliki dasar hukum baik uu,
pp, ataupun Perda Kota Solok sendiri hanya berdasarkan surat
keputusan Wali Kota Solok yang mengatur tentang staf khusus ini.

2. Praktik pengangkatan staf khusus non-ASN kepala daerah di Kota Solok
berat kemungkinan berlangsung tanpa mekanisme seleksi terbuka, uji
kompetensi, maupun kriteria objektif, melainkan sepenuhnya
berdasarkan penunjukan langsung oleh Wali Kota sehingga personel
yang diangkat lazim disebut sebagai bagian dari tim sukses
pemenangan kepala daerah

3. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, pengangkatan staf khusus
kepala daerah di Kota Solok periode 2021-2025 belum mencerminkan
prinsip-prinsip dustur al-islam atau konstitusi islam secara utuh. Dari
aspek legalitas, pengangkatan tersebut menyimpang dari prinsip
kepastian dustur karena hanya bertumpu pada SK tanpa dasar hukum
berjenjang. Dari aspek musyawarah dan kafa'ah, proses rekrutmen
bersifat tertutup, bertentangan dengan kaidah i'thaul amri li ahlihi. Dari
aspek amanah dan muhasabah al-hukkam, ketiadaan mekanisme
evaluasi dan pelaporan kinerja mencerminkan terabaikannya
kewajiban pertanggungjawaban atas penggunaan harta publik. Dari
aspek maslahah 'ammah, ketidakjelasan kedudukan kelembagaan
berpotensi merugikan kepentingan umum. Meskipun demikian, langkah
transformasi menuju Tim Percepatan Pembangunan yang tidak lagi
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dibiayai APBD dapat dipandang sejalan dengan kaidah dar'ul mafasid

mugaddamun ‘'ala jalbil mashalih, sekalipun masih bersifat
administratif-pragmatis dan belum menyentuh akar persoalan berupa

ketiadaan payung hukum yang komprehensif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang berwenang khususnya Wali Kota Solok untuk
mempertimbangkan pengangkatan staf khusus ini berdasarkan
perundang-undangan, kemudian dilakukan secara terbuka dan sesuai
kebutuhan serta uji kompetensi yang diberi amanabh.

2. Agar masyarakat lebih kritis oleh kebijakan pemerintahan daerah atas
pengangkatan staf khusus kepala daerah yang tidak mempunyai dasar
hukum dari peraturan daerah serta peraturan yang lebih tinggi yang

mengatur tentang staf khusus ini.
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